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Food Estate: Antara Ambisi dan Realitas  

_ 

 
Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut : 
1) Ketidaksesuaian lahan dan ekologi – Banyak proyek food estate dibangun di lahan rentan (gambut dan 

hutan) yang berisiko tinggi gagal panen dan merusak lingkungan. 

2) Minimnya partisipasi petani lokal – Model top-down mengabaikan kearifan lokal dan kepemilikan 

petani, sehingga menghambat keberlanjutan sosial. 

3) Tata kelola – Investasi besar negara tidak sebanding dengan hasil produksi, menunjukkan lemahnya 

perencanaan dan evaluasi. 

4) Risiko ketahanan pangan – Jika food estate gagal, ketergantungan impor justru meningkat dan 

melemahkan kedaulatan pangan nasional. 

 

Ringkasan 

Food estate merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan 

pangan, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai persoalan serius mulai dari ketidaksesuaian lahan, 

dampak lingkungan, rendahnya produktivitas, hingga minimnya keterlibatan petani lokal. Kondisi ini 

menimbulkan risiko kegagalan besar jika tidak segera dilakukan koreksi kebijakan yang lebih berbasis pada 

data ilmiah, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Policy brief ini menyajikan analisis kritis dan 

rekomendasi praktis mengenai bagaimana mentransformasi food estate menjadi model pertanian 

berkelanjutan yang tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, 

keberlanjutan ekosistem, dan keadilan ekonomi. Melalui policy brief ini, para pengambil kebijakan dapat 

melihat dengan jelas bahwa perubahan pendekatan food estate bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan 

mendesak untuk memastikan program pangan nasional berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat. 

Kata kunci: food estate, kebijakan pangan, ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan 
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Pendahuluan 

Ketahanan pangan merupakan isu strategis 

yang menjadi perhatian di Indonesia sebagai negara 

dengan penduduk terbesar keempat di dunia 

(Wulan 2020). Pemerintah merespons tantangan ini 

melalui food estate (lumbung pangan), yaitu sistem 

budidaya tanaman berskala besar yang 

menerapkan pendekatan pertanian sebagai sistem 

industri. Tujuan utamanya adalah meningkatkan 

akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas 

(Handayani et al. 2023). 

Ambisi pemerintah dalam mewujudkan 

kedaulatan pangan tersebut tentunya mengalami 

dinamika di lapangan. Pada masa Presiden 

Soeharto, Proyek Lahan Gambut (PLG) seluas satu 

juta hektar di Kalimantan Tengah yang berfokus 

pada komoditas padi dilaksanakan melalui 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995. 

Kemudian lanjut di masa Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, program serupa muncul melalui 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2009 

yang menjadi dasar pengembangan Merauke 

Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) seluas 

1,2 juta hektar serta proyek perluasan wilayah 

pertanian di Bulungan dan Ketapang (Permatasari 

dan Wijaya 2018; Ahirullah 2024). 

Food estate pada masa pemerintahan 

Presiden Joko Widodo dikembangkan kembali 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 

2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menetapkan 

pengembangan lahan pangan di beberapa provinsi 

dengan komoditas utama seperti padi, singkong, 

dan jagung, mencakup 770.601 hektar di 

Kalimantan Tengah yang dialokasikan untuk lahan 

padi seluas 30.000 hektar pada tahun 2020 dan 

meluas hingga 418.697 hektare pada tahun 2021, 

235.351 hektar di Sumatera Selatan, 30.000 hektar 

di Sumatera Utara, dan 2.052.551 hektar di Papua 

(Ananta 2023; Rasman et al.  2023; Mulyono 2023). 

Setiap periode kepemimpinan 

menghadirkan strategi berbeda dalam menjawab 

tantangan penyediaan pangan nasional. Policy brief 

ini berupaya memberikan analisis kritis serta 

refleksi atas implementasi kebijakan tersebut 

sebagai bagian dari upaya mencapai kedaulatan 

pangan jangka panjang. Di tengah besarnya target 

produksi yang ditetapkan, evaluasi terhadap kondisi 

di lapangan menjadi penting untuk mengukur 

efektivitas, keberlanjutan, serta daya jangkau 

program terhadap kebutuhan masyarakat secara 

adil dan merata. 

Dampak Food Estate 

Dari aspek ekologi, food estate terbukti 

menjadi salah satu penyebab utama deforestasi di 

Indonesia. Secara historis, mega proyek PLG seluas 

175 ribu hektare tahun 1997 menyebabkan oksidasi 

gambut akibat pengeringan lahan sehingga terjadi 

kebakaran. Akibat kebakaran tersebut melepaskan 

karbon dioksida dalam jumlah besar hingga 

menyumbang 13–40% emisi karbon tahunan global 

dari bahan bakar fosil (Darmawardana 2024). Food 

estate di Kabupaten Gunung Mas yang membuka 

600 hektar hutan untuk singkong menghasilkan 

251.172 ton emisi karbon dan menyebabkan banjir 

besar, sementara produksinya gagal 

(Darmawardana 2024). Potensi serupa dapat terjadi 

di food estate Papua yang akan membuka 1,7 juta 

hektar hutan berpotensi melepaskan emisi karbon 

dalam skala besar (Darmawardana 2024). Tidak 

hanya potensi, dampak ekologi dari proyek 

sebelumnya sampai sekarang belum dipulihkan, 

sehingga hanya meninggalkan lahan bekas proyek 

yang tidak terurus. Hal ini tentunya sangat 

merugikan masyarakat sekitar yang terdampak 

bencana alam seperti banjir  (Yeny et al.  2022).  

Dalam konteks Papua Selatan, data Forest 

Watch Indonesia mencatat lonjakan deforestasi 

mencapai 190.000 ha pada periode 2022–2023 

akibat proyek food estate di Merauke. Dampak dari 

deforestasi tersebut bukan hanya kerusakan 

ekologi yang memicu emisi karbon hingga 782,45 

juta ton dan bertentangan dengan komitmen Net 

Zero Emission 2050, tetapi juga pelanggaran hak 

masyarakat atas tanah, air bersih, dan kehidupan 

yang layak. Pengabaian terhadap daya dukung dan 

daya tampung lingkungan memperbesar risiko 

bencana ekologis seperti banjir, longsor, 
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kekeringan, dan kebakaran hutan, yang pada 

akhirnya mengancam hak dasar masyarakat untuk 

hidup aman, sehat, dan sejahtera (Veronika et al. 

2025).  

Pada aspek sosial, food estate terbukti 

menjadi pemicu konflik antara aparat pemerintah 

dengan masyarakat adat. Hasil kajian Konsorsium 

Pembaruan Agraria mencatat bahwa dalam kurun 

waktu tiga tahun (2021-2023), Program Strategi 

Nasional, termasuk food estate, telah 

menyebabkan 115 kejadian konflik di berbagai 

wilayah dengan luas 77.563 ha dan terdapat 46.294 

korban kepala keluarga (Konsorsium Pembaruan 

Agraria 2024). Selain itu, proyek food estate juga 

mengancam keberlanjutan lingkungan dan 

melanggar hak-hak masyarakat adat, yang 

kehilangan akses terhadap tanah tradisional 

mereka (Bahrudin et al. 2024). 

Dampak ekonomi dari food estate juga 

besar, food estate telah menelan anggaran yang 

besar. Food estate pada masa presiden Soeharto 

menelan anggaran APBN sebesar 13,3 triliun 

Kemudian, program pada masa Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono juga telah menarik 37 

investor serta penggunaan anggaran  APBN 8,09 

triliun. Proyek food estate yang digagas oleh 

Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 juga telah 

menelan anggaran untuk ketahanan pangan, meski 

tidak dijelaskan anggaran spesifik untuk food 

estate, mulai dari 85,9 T pada tahun 2021, 88,9 T di 

tahun 2022, hingga 100,9 T di tahun 2023 

(Komalasari 2023; Supriyanto et al. 2025). Meski 

telah menghabiskan anggaran triliunan, hasilnya 

justru belum berbanding lurus dengan performa 

produksi padi nasional seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 1. 

Meskipun food estate ditopang dengan 

anggaran yang luar biasa besar, proyek ini masih 

belum mampu membantu mendongkrak produksi 

padi nasional. Hal ini karena produksi padi justru 

mengalami penurunan. Dalam rentang 2018-2019 

terjadi penurunan sebesar ±50 juta ton produksi 

dan sejak saat itu tidak pernah naik lagi sampai 

2024. Hal ini menggambarkan ketidaksesuaian 

antara harapan dan realitas di lapangan. Adapun 

dari sisi impor, sepanjang tahun 2024 Indonesia 

telah mengimpor beras sebanyak 4,52 juta ton 

(CNBC Indonesia 2025). Angka ini menunjukkan 

peningkatan sekitar 47,38% dibandingkan dengan 

tahun 2023.  

 

 

Gambar 1. Data Produksi Gabah Kering Giling Indonesia 2018-2024 

Sumber: BPS Indonesia 2025 
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Proyek food estate pada praktiknya juga 

kurang melibatkan dan justru menghilangkan mata 

pencaharian masyarakat lokal (Mahardhika et al. 

2023). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

(WALHI) melaporkan lebih dari 15.000 hektar lahan 

subur di Sumatera dan 10.000 hektar di Papua telah 

mengalami pengalihan fungsi secara paksa untuk 

pengembangan pertanian terpadu sejak tahun 

2022. Proses konversi ini telah mengakibatkan lebih 

dari 3.000 keluarga petani kehilangan akses ke 

lahan yang sebelumnya mereka kelola dan andalkan 

untuk kehidupan mereka (Tulis et al. 2024; Wisnu, 

2022; Yeny et al. 2022). Laporan tersebut juga 

mencatat bahwa setelah kehilangan tanah, banyak 

petani mengalami penurunan kualitas hidup dan 

menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar (Pardede et al. 2022; Surbakti et al. 2023).  

Dari segi eksekusi program, persentase 

lahan yang dikerjakan dari total lahan yang dibuka 

cenderung sangat sedikit. Proyek PLG 1 juta hektar 

di Kalimantan Tengah hanya menggarap 85.500 ha 

lahan dari target pemanfaatan lahan potensial 

seluas 165.000 ha. Bahkan, dari lahan fungsional 

tersebut, hanya 28.300 ha yang memiliki kondisi 

irigasi baik (Izzati et al. 2023). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa meskipun lahan yang dibuka 

untuk program food estate sangat luas, 

kenyataannya hanya sebagian kecil yang benar-

benar dapat dimanfaatkan secara efektif. 

Solusi Berkelanjutan 

1. Spesialisasi Pangan Lokal 

Fokus pada pangan lokal berarti 

menjadikan pangan khas daerah sebagai basis 

ketahanan pangan. Pemerintah tidak perlu 

menjadikan padi/beras sebagai tolok ukur 

swasembada pangan karena setiap wilayah 

memiliki pangan khasnya masing-masing. Setiap 

wilayah Indonesia memiliki pangan pokok khas, 

seperti sagu di Papua, jagung di NTT, tiwul di Jawa, 

dan talas di Bogor. Penganekaragaman pangan 

berbasis kearifan lokal tidak hanya menjaga 

ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang 

ekonomi baru, yaitu ekspor (Suismono dan Hidayah 

2011). 

2. Pengelolaan Lahan dan Kearifan Lokal  

Pengelolaan lahan dan kearifan lokal, yaitu 

memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat 

lokal serta pentingnya konsolidasi lahan pertanian 

masyarakat lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal 

harus menempatkan petani sebagai subjek 

pembangunan. Pemerintah sebaiknya hadir sebagai 

fasilitator dengan menggabungkan pengetahuan 

ilmiah dan local wisdom dalam praktik pertanian. 

Kearifan lokal bukan hanya menjaga ketahanan 

pangan, tetapi juga menopang kebutuhan non-

pangan seperti pendidikan dan kesehatan. Agar 

hasil pertanian memberi keuntungan yang adil, 

pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan 

memperkuat posisi petani (Prayoga 2016; 

Tampubolon 2020). 

3. Peningkatan Produktivitas Lahan secara  

Berkelanjutan 

Adapun solusi untuk food estate yang 

sedang dan akan berjalan yakni harus dikelola 

dengan analisis menyeluruh. Terdapat syarat awal 

yang mesti dipenuhi seperti evaluasi kesesuaian 

lahan, evaluasi kesuburan tanah, pemberdayaan 

masyarakat lokal, serta penerapan praktik 

pertanian berkelanjutan. Kemudian, pupuk organik 

harus menjadi prioritas karena mampu 

memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 

Selain itu, penggunaan benih unggul perlu 

disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemanfaatan 

teknologi modern seperti mekanisasi, irigasi efisien, 

data spasial, dan pertanian presisi dapat 

meningkatkan produktivitas tanpa merusak 

lingkungan. Upaya ini hanya berhasil bila dilakukan 

secara terpadu antara petani, pemerintah, dan ahli 

pertanian (Utami et al. 2024; Samanta et al. 2024; 

Nuraisyah et al. 2025). 

4. Penguatan Petani Lokal dan Hilirisasi Pertanian 

Strategi penguatan petani harus diarahkan 

pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan 

kesejahteraan mereka. Hilirisasi pertanian juga 

menjadi kunci agar petani tidak hanya menjual hasil 

panen mentah, melainkan produk olahan bernilai 

tambah. Proses ini meliputi pengolahan, 
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pengemasan, distribusi, dan pemasaran yang 

modern. Hilirisasi terbukti mampu meningkatkan 

pendapatan, membuka lapangan kerja, serta 

memperluas pasar. Penerapan agroindustri modern 

berbasis digitalisasi dan inovasi produk menjadi 

solusi agar petani lebih berdaya saing (Hayati et al. 

2025; Nurma et al. 2025). 

Rekomendasi 

Untuk menuntaskan persoalan food estate, 

diperlukan perubahan pendekatan kebijakan dari 

yang sentralistik menjadi partisipatif dan adaptif 

terhadap kondisi lokal. Pemerintah pusat perlu 

memperkuat koordinasi dengan pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, serta organisasi petani 

dalam perencanaan hingga implementasi. Dalam 

jangka pendek (1–2 tahun), Kementerian Pertanian 

bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 

perlu melakukan audit menyeluruh terkait 

kesesuaian lahan, ketersediaan air, serta dampak 

ekologis di lokasi food estate. 

Pelaksanaan audit menyeluruh dan 

pengelolaan lahan food estate harus dimulai 

dengan pendekatan multi-disiplin melalui 

pemetaan presisi menggunakan drone (pesawat 

nirawak) untuk menentukan area layak tanam serta 

zona konservasi. Audit ini mencakup penghitungan 

neraca air (water balance) guna memastikan 

ketersediaan air permukaan dan tanah mencukupi 

kebutuhan tanaman tanpa merusak hidrologi 

gambut, yang dibarengi dengan uji karakteristik 

fisika dan kimia tanah untuk mengukur kedalaman 

gambut serta tingkat keasaman serta unsur hara. 

Mitigasi dampak ekologis dilakukan melalui 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

yang bersifat kawasan untuk memantau pengaruh 

kumulatif terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut 

(KHG), disertai rehabilitasi koridor ekosistem di 

antara blok produksi dan pemasangan sensor 

pemantauan real-time untuk peringatan dini 

kebakaran. Sebagai langkah implementasi konkret, 

pemerintah perlu menetapkan moratorium 

perluasan lahan hingga audit independen selesai, 

melakukan restorasi fungsi hidrologis pada lahan 

yang telah dibuka, serta mengintegrasikan 

pengetahuan lokal melalui program Perhutanan 

Sosial guna menjamin hak masyarakat adat dan 

lokal. Seluruh langkah ini harus merujuk pada 

standar terbaru tahun 2026 yang ditetapkan oleh 

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) 

untuk memastikan keberlanjutan ekosistem 

gambut jangka panjang. 

Dalam jangka menengah (3–5 tahun), 

program pemberdayaan petani berbasis kearifan 

lokal harus diperluas, termasuk akses modal, 

teknologi ramah lingkungan, dan jaminan harga. 

Hilirisasi produk pertanian harus digerakkan oleh 

Kementerian Perindustrian dan UMKM untuk 

menambah nilai hasil panen. Konsekuensinya, 

perubahan kebijakan ini dapat meningkatkan 

produktivitas berkelanjutan, menekan risiko gagal 

panen, serta mengurangi ketergantungan pada 

impor pangan. Namun, jika rekomendasi ini 

diabaikan, food estate berpotensi menjadi proyek 

yang merugikan negara, petani, dan lingkungan. 

Kesimpulan 

Food estate sebagai strategi ketahanan 

pangan hanya akan berhasil jika dijalankan dengan 

pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, partisipasi 

masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekologi. 

Selama ini, kelemahan utama terletak pada 

perencanaan yang terburu-buru, minim koordinasi 

lintas lembaga, serta kurangnya evaluasi terhadap 

kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Dengan 

mengubah pola kebijakan menjadi lebih adaptif dan 

transparan, serta memperkuat peran petani lokal, 

food estate berpotensi menjadi instrumen penting 

dalam mencapai kedaulatan pangan Indonesia. 

Namun, jika kesalahan masa lalu terus berulang, 

proyek ini justru dapat menimbulkan kerugian 

besar baik bagi negara, petani, maupun lingkungan. 
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